
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.813, 2018 KEMENDAGRI. Pengawasan Barang Beredar 

dan/atau Jasa. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 69 TAHUN 2018  

TENTANG 

PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk pelaksanaan pengawasan terhadap barang 

beredar dan/atau jasa dalam rangka perlindungan 

konsumen telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar 

dan/atau Jasa; 

b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dalam 

perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan 

penyempurnaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan 

Barang Beredar dan/atau Jasa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3193); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4126); 

12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko Modern; 

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk 

Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna 

Jual Dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika 

dan Elektronika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 203); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman harga 

Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangnkan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 990); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban 

Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Barang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1519); 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang 
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Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 565) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi 

Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 91);  

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat 

dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 

untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh Konsumen. 

2. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan 

atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh Konsumen. 

3. Barang Beredar dan/atau Jasa adalah Barang dan/atau 

Jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, 

diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat 

perbelanjaan, toko swalayan dan/atau sarana 

perdagangan lainnya, untuk dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh Konsumen termasuk yang disimpan di 

dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang 

berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal 

dari produksi dalam negeri maupun impor. 
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4. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang Beredar 

dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 

mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

6. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang 

dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun 

berdasarkan konsensus semua 

pihak/pemerintah/keputusan international yang terkait, 

dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, 

keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta 

perkembangan masa kini dan masa yang akan datang 

untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 

7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang 

menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di 

bidang Standardisasi. 

8. Standar Nasional Indonesia Wajib yang selanjutnya 

disebut SNI Wajib adalah pemberlakuan SNI secara wajib 

yang ditetapkan dengan peraturan menteri atau 

peraturan kepala pemerintah non kementerian terkait. 

9. Label adalah setiap keterangan mengenai Barang yang 

berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau 

bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan 

keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya yang 

disertakan pada Barang, dimasukan kedalam, 

ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada 

Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.  

10. Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia yang 

selanjutnya disebut Petunjuk Penggunaan adalah buku, 
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